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Pengajuan Keberatan
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Dirjen

Pajak

Dalam jangka waktu 

3 bulan

Surat Keberatan

1) Tidak diajukan Pasal 36 UU

KUP dan/atau Pasal 19 dan

Pasal 20 UU PBB

2) Tertulis dalam Bahasa

Indonesia.

3) Mengemukakan jumlah

pajak yang

terutang/dipotong atau

dipungut/rugi menurut

WP beserta alasan (dasar

penghitungan.

SKP/Pot/Put/SPPT/SKP PBB.

4) 1 Keberatan untuk 1

5) Melunasi pajak yang masih 

harus dibayar paling sedikit

sejumlah yang telah

disetujui WP dalam

pembahasan akhir hasil

pemeriksaan.

6) Di ttd oleh WP/Wakil/Kuasa

Memenuhi

persyaratan

Tidak memenuhi 

persyaratan

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan
pemberitahuan atas keberatan yang
memenuhi persyaratan kepada Wajib

surat
tidak
Pajak

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima pengajuan.

Dalam hal diminta oleh 
Wajib Pajak,
Jenderal Pajak 
menyampaikan 
keterangan
jangka waktu

Direktur
wajib

surat
dalam
paling

lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterima
permohonan.

Penelitian

keberatan

Tidak 

dipertimbangkan

SKPKB

SKPN

SKPLB 

SKPKBT 

POT/PUT

PIHAK III

SPPT

SKP PBB



Penelitian Keberatan
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Dalam melakukan penelitian keberatan, Direktur Jenderal Pajak dapat:

1) Meminjam atau meminta buku, catatan, data, dan/atau informasi kepada Wajib Pajak;
2) Meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
3) Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak 

ketiga;
4) Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak;
5) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6) Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan;
7) melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap

perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data,
keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan; dan/atau

8) Melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau
yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di
bidang perpajakan.



Keberatan
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Menambahkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam
melakukan penelitian yaitu:
a. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
b. Melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan

dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra
sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian,
atau kesepakatan di bidang perpajakan.

1

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib
menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi
dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan
atau pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

2

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Wajib Pajak atas keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterima pengajuan.

4

Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau
seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi yang
dipinjam atau diminta, Wajib Pajak menyatakan hal
tersebut dalam surat pernyataan.

5

Dalam hal Wajib Pajak telah menguasakan pelaksanaan
hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:
a. hadir guna memberikan keterangan atau

memperoleh penjelasan; atau
b. memberikan surat tanggapan hasil penelitian,
tetapi atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa dan Wajib
Pajak, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan yang diakui merupakan pelaksanaan hak
dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilaksanakan oleh Wajib Pajak.



Keberatan 5
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama secara
bersamaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan:
a. pencabutan keberatan, dalam hal materi yang

disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama
sama dengan materi yang diajukan keberatan; atau

b. penyesuaian keberatan, dalam hal terdapat materi
sengketa lain di luar materi yang disengketakan dalam
Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan keberatan,

sebelum tanggal SPUH diterima oleh Wajib Pajak.

7

Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban berupa surat
persetujuan atau surat penolakan atas permohonan:
a. pencabutan keberatan dalam jangka waktu paling lama

10 hari kerja; atau
b. penyesuaian keberatan dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) bulan,
sejak tanggal permohonan diterima.

8

Apabila jangka waktu penyelesaian keberatan 12 bulan

terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak:

a. tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; atau

b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas

keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,

keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal
Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai
dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12
bulan berakhir.

9

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak
harus menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang
menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permintaan tertulis diterima.



Keputusan Keberatan

keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan sesuai dengan pengajuan
keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu
12 bulan berakhir.

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak
untuk keperluan
permohonan banding,

pengajuan 
Direktur

Jenderal Pajak harus menyampaikan
surat keterangan mengenai hal yang
menjadi 
Keberatan

dasar Surat Keputusan 
yang diterbitkan paling

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
permintaan tertulis diterima.

Apabila jangka waktu penyelesaian keberatan
12 bulan terlampaui dan Direktur Jenderal 
Pajak:

tidak menerbitkan SK Keberatan; atau

tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas 
keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,

PengajuanBanding
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Penerbitan dan Penyampaian Dokumen dan Surat Keputusan 7

1

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan dokumen dan surat
keputusan kepada Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian pembetulan, keberatan,
pengurangan, penghapusan, atau pembatalan.

2

Penyampaian dokumen dan surat keputusan dapat dilakukan:
a. secara elektronik melalui Akun Wajib Pajak;

b. secara langsung; atau

c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.



Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau
memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai provider yang 
tersedia dalam Coretax.

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk

menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen

perpajakan.

Tekan tombol “Kirim” untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat

Digital.
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Langkah 1 : Login 9

Tata Cara
Pengajuan Keberatan
Melalui Sistem Coretax
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https://coretaxdjp.pajak.go.id
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2
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Langkah 1 : Login 10



www.pajak.go.id

11
Langkah 2: Landing Page Tax Payer Portal
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Langkah 3: Buat Permohonan Layanan Administrasi (OP)
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Langkah 4: Pilih NPWP yg diwakilkan (Badan)
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Langkah 5: Landing Page Impersonate (Badan)
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Langkah 6: Buat Permohonan Layanan Administrasi (Badan)
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Langkah 7: Pilih Nomor Penunjukan (Badan)
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Langkah 8: Pilih Layanan dan Sub-Layanan
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Langkah 9: Klik Simpan
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Langkah 10: Klik Dokumen disisi bagian kiri dan klik Unggah

Dokumen:

- Dokumen Produk Hukum 

yang diajukan Keberatan
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Langkah 11: Isi Form Unggah Dokumen
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Langkah 12: Klik Alur Kasus
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Langkah 13: Isi Form Keberatan
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Langkah 14: Isi Alasan Keberatan
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Langkah 15: Isi Lampiran Keberatan
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Langkah 16: Form Keberatan Sudah Diisi



www.pajak.go.id

26
Langkah 17: Upload Lampiran Keberatan
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Langkah 18: Klik Create PDF
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Langkah 19: Pilih Klasifikasi (scroll ke atas)
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Langkah 20: Klik Simpan
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Langkah 21: Klik Sign
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Langkah 22: Masukan Passphrase Klik Simpan



www.pajak.go.id

32
Langkah 23: Review BPE dan Klik Simpan
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Langkah 24: Cetak BPE dan Klik Lanjut
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Langkah 25: Kasus Selesai



edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Hubungi unit kerja DJP di



www.pajak.go.id

Terima Kasih
Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh


